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ABSTRAK 
 
Nama/NIM   : Bina Risma/111209265 
Fakultas/Prodi   : Syari’ah Dan Hukum/Hukum Keluarga  
Tanggal Munaqasyah  :  
Tebal Skripsi  : 63 Lembar 
Pembimbing I  : Dr. Agustin Hanafi, Lc., MA  
Pembimbing II  : Edi Yuhermansyah, LLM 
 
Penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang 
berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak 
terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan 
mengendalikan kehidupan korban. Perceraian dalam situasi tertentu dianggap 
jalan keluar satu-satunya untuk meredamkan puncaknya suatu perselisihan, 
adanya perlakuan buruk dari suami seperti penganiaan, penghinaan, dan tindakan-
tindakan lain yang membahayakan keselamatan dan keamanan isteri. Kurang 
memahami Untuk pembuktiannya harus terdapat sebab yang benar agar isteri 
dapat mengajukan gugatan perceraian. Salah satu penyebab perceraian adalah 
penelantaran yang dilakukan oleh suami terhadap isteri sehingga isteri menuntut 
perceraian di pengadilan. Namun hal ini terjadi di Mahkamah Syar’iyah 
Tapaktuan dimana ada beberapa kasus penelantaran isteri oleh suami sebagai 
penyebab perceraian. Berdasaran kasus tersebut Skripsi ini meneliti tentang 
Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian. Adapun cara 
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Library research (Penelitian 
Pustaka), observasi serta dokumentasi. Data yang telah dikumpulkan kemudian 
dianalisis melalui metode analisis deskriptif kualitatif . Adapun penyebab 
terjadinya penelantaran di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan adalah Mabuk, 
Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat 
badan, Perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, 
Tidak tanggungjawab dan Ekonomi. Adapun pertimbangan Hakim yang 
membolehkan Penelantaran sebagai alasan perceraian fakta adanya perselisihan dan 
pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat 
dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian  
Kata-Kata Kunci: Penelantaran, Sebab, Perceraian. 
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KATA PENGANTAR 
 
Segenap lapisan puja dan puji syukur hanya milik Allah S.w.t. yang telah 
melebihkan anak adam (manusia) dengan ilmu dan amal atas semesta alam, 
sehingga penulisan skripsi ini telah dapat diselesaikan. Shalawat beriring salam 
penulis hantarkan kepada junjungan Rasulullah S.a.w. yang telah menuntun 
manusia ke dunia yang penuh ilmu pengetahuan. Teriring salam dan do’a kepada 
keluarga dan sahabat beliau serta kepada ulama dan pejuang risalahnya sekalian.  
 Dalam rangka memenuhi salah satu beban studi sebagai syarat mencapai 
gelar sarjana pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 
maka penulis berkewajiban menulis sebuah karya ilmiah yang berjudul : 
Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian (Studi Kasus 
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan). 
 Dalam menyelesaikan skripsi ini, tidak dapat dipungkiri banyak pihak 
yang telah memberikan dukungan dan bantuan, baik bantuan moril maupun 
materil. Pada kesempatan ini  penulis menyampaikan terima kasih kepada semua 
pihak yang telah turut berpartisipasi dan memberikan sumbangan pikiran, waktu 
serta tenaga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini pada waktunya. 
Untaian terima kasih penulis ucapkan teruntuk, bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc., 
MA selaku pembimbing 1, dan bapak Edi Yuhermansyah, LLM sebagai 
pembimbing II yang telah sudi meluangkan waktunya dalam membimbing dan 
mengarahkan penulis demi kesempurnaan skripsi ini. Juga ucapan terima kasih 
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penulis kepada bapak Prof.Dr.Syahrizal M.A. selaku PA (Penasehat Akademik) 
yang telah banyak menyalurkan ilmunya dan mununtun penulis selama mengikuti 
perkuliahan pada prodi Hukum Keluarga. Juga teruntuk ketua dan sekretaris  
jurusan dan seluruh Dosen Syari’ah dan Hukum, serta segenap jajaran civitas 
akademika khususnya prodi Hukum Keluarga yang telah memberikan dukungan 
dan masukan sehingga terlaksananya penulisan skripsi ini. 
 Teriring do’a yang tulus ikhlas dan penuh rasa ta’zim penulis aturkan 
kepada yang mulia ayahnda Bustamam (ayah) dan Marlina (Mak) yang telah 
mengasuh, membesarkan dan mendidik penulis dengan segala kerendahan hati 
penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga atas kasih 
saying serta dukungan dan do’anya yang tak pernah henti. Juga Kepada Adinda 
Muhiburrahman dan Ikhsan yang telah memberikan dukungan moril dan meteril 
serta motivasi selama menjalankan aktivitas kuliah sampai dengan saat ini. 
 Ucapan terimakasih yang tak terlupakan juga kepada sahabat-sahabat 
seperjuangan leting 2012 yang telah memeberikan dukungan kepada penulis.  
Mustika, Nurul, Rizki, Rini, dan sahabat-sahabat lainnya yang tidak dapat penulis 
sebutkan namanya satu persatu. 
Akhirnya penulis menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT, semoga amal 
kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT 
sesuai dengan keikhlasan masing-masing dan Rahmat serta Karunia-Nya kepada 
kita semua. Amin Yaa Rabbal ‘Alamin. Penulis menyadari bahwa penulisan ini 
masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, dengan demikian kritik 
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dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar 
bisa bermamfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum. 
                                                                                     
Banda Aceh, 29 Januari 2018                                                             
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TRANSLITERASI  
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K 
Nomor: 158 Tahun 1987- Nomor: 0543 b/u/1987 
 
1. Konsonan 
N
o 
Arab Latin Ket No Arab Latin ket 
1 ا 
Tidak 
dilambangkan 
 
16 ط ṭ 
t dengan 
titik di 
bawahnya 
2 ب b 
 
17 ظ ẓ 
z dengan 
titik di 
bawahnya 
3 ت t  18 ع ‘  
4 ث ṡ 
s dengan titik di 
atasnya 
19 غ g 
 
5 ج j  20 ف f  
6 ح ḥ 
h dengan titik 
dibawahnya 
21 ق q 
 
7 خ kh  22 ك k  
8 د d  23 ل l  
9 ذ z 
z dengan titik di 
atasnya 
24 م m 
 
10 ر r  25 ن n  
11 ز Z  26 و w  
12 س S  27 ه h  
13 ش Sy  28 ء ’  
14 ص ṣ s dengan titik di 29 ي y  
 
 
x 
 
bawahnya 
15 ض ḍ 
d dengan titik 
di bawahnya 
    
 
2. Vokal 
Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, 
transliterasinya sebagai berikut: 
 
Tanda Nama Huruf Latin 
  ٙ  Fathah a 
  ٙ  Kasrah i 
  ٙ  Dammah u 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 
harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu: 
 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan  
Huruf 
  ٙ ي  Fathah dan ya ai 
  ٙ و  Fathah dan Wau au 
 
Contoh: 
 فيك : kaifa    لوه : haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu: 
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Harkat dan 
Huruf 
Nama  Huruf dan 
tanda 
  ٙ١/ي  Fathah dan alif 
atau ya 
ā 
  ٙي  Kasrah dan ya ī 
  ٙ ي  Dammah dan 
waw 
ū 
 
Contoh: 
  َلَاق : qāla 
 ىَمَر : ramā  
  َلِْيق : qīla 
  ُلُْوَقي : yaqūlu 
4. Ta Marbutah (ة) 
Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 
a. Ta marbutah (ة) hidup 
Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan  
dammah,  transliterasinya adalah t. 
b. Ta marbutah (ة) mati 
Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, 
transliterasinya adalah h. 
c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah (ة) diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka ta marbutah (ة) itu ditransliterasi dengan h. 
Contoh: 
  َْلافَْطْلْا   ُةَضور: raudah al- atfāl/ raudatul atfāl 
ةَر ََّونُمْلا ُةَنْيِدَمْلا: al-Madīnah al- Munawwarah/ 
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al Madīnatul Munawwarah 
 ْةَحَْلط : Talhah 
 
Catatan: 
Modifikasi: 
1. Nama orang kebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa 
transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya 
ditulis sesuai kaidah penerjemah. Contoh: Hamad ibn Sulaiman. 
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia seperti 
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya. 
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia 
tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf. 
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BAB 1 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang Masalah 
Penelantaran secara bahasa berasal dari kata ”telantar” yang berarti ” 
terletak tidak terpelihara, tidak terpelihara, tidak ada yang merawat, tidak 
dikerjakan, dipikirkan, dilangsungkan, ”Kata kerjanya adalah“ menelantarkan” 
yaitu “menyebabkan perselisihan, kerugian ”Sedangkan penelantaran adalah 
proses atau cara perbuatan menelantarkan.
1
 Penelantaran diatur dalam pasal 9 
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ( PKDRT) : 
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang didalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberi pemeliharaan 
kepada orang tersebut.  
2. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 juga berlaku 
pada setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi 
dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak 
didalam atau diluar rumah sehingga korban berada dibawah kendali 
orang tersebut.
2
 
Berdasarkan pasal tersebut di atas maka penelantaran adalah setiap 
perbuatan dilakukan dengan membiarkan orang yang berada di bawah 
tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak terpelihara, tidak terpenuhi 
                                                             
  
1
 Abdullah, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Jakarta: Sandro Jaya), hlm.298. 
 
2
 Pusat Kajian Wanita dan Gender, Hak Azasi Perempuan Instrument Hukum untuk 
Mewujudkan Keadilan Gender, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.251-252. 
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2 
 
kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban dengan tujuan mengendalikan 
kehidupan korban.Yang menjadi objek penelantaran adalah: 
a) Suami, isteri, dan anak  
b) Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga  dengan orang 
sebagaimana yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 
perkawinan, sesusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap 
dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu 
rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
3
 
 Setelah terjadinya akad nikah antara mempelai laki-laki dan perempuan 
yang dilakukan oleh walinya, terjalinlah hubungan suami isteri dan sebagai 
konsekuensi timbul pula hak dan kewajiban secara timbal balik masing-masing  
pihak. Hak-hak dalam perkawinan ini dapat dibagi menjadi tiga, yaitu hak 
bersama, hak isteri yang menjadi kewajiban suami dan hak suami yang menjadi 
kewajiban isteri.
4
 Hal tersebut tentunya harus dilakukan berdasarkan 
keseimbangan dan kesetaraan.
5
 
Hak dan kewajiban suami isteri diatur secara tuntas dalam UU Perkawinan:  
Pasal 30 
1. suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah 
tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.  
                                                  Pasal 31 
                                                             
 
3
 Moerti hadiati Soeroso, Kekersan Dalam Rumah Tangga, ( Jakarta: Sinar 
Grafika,2011), hlm.179. 
  
4
 Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh: Yayasan  
Pena,2010), hlm.93. 
 
5
 Agustin Hanafi, Perceraian dalam perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan   
Indonesia, ( Banda   Aceh:   NASA, 2013) hlm. 204. 
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1. Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam rumah tangga dan pergaulan hidup bersama masyarakat. 
2. masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum. 
3. suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.  
Pasal 32 
1. Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap 
2. Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini 
ditentukan   oleh suami isteri bersama.  
Pasal 33 
Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia, dan 
memberi bantuan lahir batin yang satu pada yang lain. 
Pasal 34 
1. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan    hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya 
2.  Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya 
3. Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat  
mengajukan gugatan kepada pengadilan.
6
 
Menurut Fiqh, Hak suami merupakan kewajiban bagi isteri, sebaliknya 
kewajiban suami merupakan hak bagi isteri. Dalam kaitan ini akan dibahas; 
kewajiban suami terhadap isteri, yang merupakan hak isteri dari suami, Kewajiban 
isteri terhadap suami, yang merupakan hak suami bagi isteri, hak bersama suami 
                                                             
6
 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta: Kencana,2006 ), 
hlm. 159-165.  
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isteri, kewajiban bersama suami isteri. Kewajiban suami terhadap isteri, yang 
merupakan hak isteri dari: Kewajiban yang bersifat materi yang disebut nafkah.  
Jumlah nafkah hal-hal yang  perlu diperhatikan dalam penentuan kadar nafkah 
antara lain; pertama, keadaan ekonomi suami; mudah, sedang, atau sulit. Kedua 
dalam memberikan nafkah, sang suami seharusnya mengikuti cara yang 
menurutnya lebih mudah. Apabila ia bekerja dengan upah per hari seperti pekerja 
buruh maka ia memberi nafkah tiap hari. Apabila ia bekerja dengan upah 
perpekan maka seperti pekerja pabrik maka ia memberi nafkah tiap pekan. 
Apabila ia bekerja dengan gaji bulanan seperti pegawai negeri maka ia memberi 
nafkah tiap bulan. Apabila ia mendapat hasil tahunan seperti petani maka ia 
memberi nafkah tiap kali panen. ketiga harus memperhatikan perubahan harga di 
pasar atau perubahan keadaan ekonomi suami ketika memberi nafkah keluarga. 
Apabila harga naik dan ekonomi membaik saat nafkah diwajibkan maka sang 
isteri berhak meminta tambahan. Apabila harga turun atau keadaan ekonomi 
suami memburuk setelah memberi nafkah berjalan maka sang suami berhak 
mengurangi nafkah. 
Kewajiban isteri pada suami tidak pada memenuhi/memberikan materi. 
Akan tetapi pada dasarnya adalah bagaimana agar suasana dalam rumah tangga 
yang dibina menjadi suasana yang harmonis, seperti memberikan pelayanan pada 
suami, hanya menyenangkan suami; taat (patuh) kepada suami, memelihara 
kehormatan diri dan harta suami, tidak menerima tamu yang tidak disukai suami, 
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tidak keluar rumah tanpa izin suami, bermuka masam/cemberut dihadapan suami.
7
 
Termasuk tidak durhaka kepada suami, berhias untuk suami dan menjadi partner 
suami.
8
 
Hak bersama suami isteri adalah bolehnya bergaul dan bersenang-senang 
diantara keduanya, mendapat (berperilaku) yang baik, timbulnya hubungan suami 
dengan keluarga isteri dan sebaliknya hubungan isteri dengan keluarga suami, 
yang disebut dengan mushaharah, hubungan saling mewarisi di antara suami 
isteri. Setiap pihak berhak mewarisi pihak lain bila terjadi kematian. 
Perceraian atau firqah menurut syara’ adalah berakhirnya akad (Kontrak) 
nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan 
itu berakhir.
9
 
 Pada dasarnya Islam mempersempit pintu perceraian. Dalam hubungan ini  
Al-Imam Abu Daawud dalam Sunan-nya dengan sanad dan matan : 
 ٍرَاثِد ِنْب ِبِراَُمُ ْنَع ،ٍلِصاَو ِنْب ِفِّرَعُم ْنَع ،ٍدِلاَخ ُنْب ُد َّمَُمُ اَن َث َّدَح ،ٍدْي َبُع ُنْب ُيرِثَك اَن َث َّدَح ْنَع ،
 ِنْبا َلاَق ملسو هيلع للها ىلص ِّبَِّنلا ِنَع ،َرَمُع : ”  َلَِإ ِلَلََْلْا ُضَغ َْبأ    ُقَلََّطلا َلَاَع َت ِهَّللا  
Artinya: Telah menceritakan kepada kami Katsiir bin ‘Ubaid, telah menceritakan 
kepada kami Muhammad bin Khaalid, dari Mu’arrif bin Waashil, dari 
Muhaarib bin Ditsaar, dari Ibnu ‘Umar -radhiyallaahu ‘anhuma-, dari 
                                                             
 7 Hamid Sarong, Rukiyah, Khairani, Rasyidah, Fiqh  ( Banda Aceh: PSW IAIN   Ar- 
Raniry, 2009) hlm.151-167. 
 
8
Abdul Aziz Muhammad Azzam, Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fiqh    
Munakahat,(Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 223-229. 
               
9
 Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta:Kencana,2003 ), hlm.246. 
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Nabi Shallallaahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda, “Perkara halal yang 
dibenci Allah Ta’ala adalah thalaq (perceraian).10” 
 Hadist Nabi riwayat al-Daruquthni mengajarkan:”Ciptaan Allah yang paling 
mudah mendatangkan murka-Nya adalah talak.”Al-Quthubi dalam kitab tafsir 
ayat-ayat hukum mengutip hadist Nabi berasal dari ‘Ali ibn Thalib yang 
mengajarkan :”kawinlah kamu, tetapi jangan suka talak, sebab talak itu 
menggoncangkan ‘arsy.” Dari banyak hadist-hadist Nabi mengenai talak itu, 
dapat kita peroleh ketentuan bahwa aturan talak diadakan guna mengatasi hal-hal 
yang memang telah amat mendesak dan terpaksa.
11
 Selain hadist yang disebutkan 
diatas, nas lain juga mempunyai makna yang penting terhadap perbuatan talak, 
yakni firman Allah dalam surah Al-Baqarah 226 : 
ُؤي َنيِذَّلِّل  ۡاَسِّن نِم َنوُل  ۡمِهِئ  ۡ َرأ ُصُّبَر َت  ۡشَأ ِةَع َب  ۡرُه  ۡ  ۡ اَف نِإَف  ۡ َهَّللٱ َّنِإَف وُء روُفَغ  ۡ ميِحَّر  ۡ
٢٢٢  
Artinya: “kepada orang-orang yang meng-ilaa' isterinya diberi tangguh empat 
bulan (lamanya). kemudian jika mereka kembali (kepada isterinya), 
Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. 
  
Adapun yang Meng-ilaa' isteri Maksudnya: bersumpah tidak akan mencampuri 
isteri. dengan sumpah ini seorang wanita menderita, karena tidak disetubuhi dan 
tidak pula diceraikan. Dengan turunnya ayat ini, Maka suami setelah 4 bulan 
harus memilih antara kembali menyetubuhi isterinya lagi dengan membayar 
kafarat sumpah atau menceraikan. 
 
                 Melalui UU No.3 Tahun 2006, telah secara spesifik ditentukan bahwa peradilan 
agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari 
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 https://muhandisun.wordpress.com/2014/03/27/perkara-halal-yang-dibenci-allah-
adalah-perceraian/ 
11
 Ibid…, hml.140. 
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keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu sebagaimana yang 
dimaksud oleh undang-undang. Bahkan, lebih lanjut dinyatakan bahwa di 
lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang 
diatur dengan undang-undang. Pengadilan khusus dimaksud, sebagaimana dalam 
penjelasannya, adalah berupa pengadilan syariah Islam yang diatur dengan 
Undang-Undang Mahkamah Syari’ah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam 
yang dibentuk berdasarkan UU No.18 Tahun 2001 dan selanjutnya dikukuhkan 
oleh UU No.11 Tahun 2006.  Dalam UU No.4 Tahun 2004 disebutkan, “Peradilan 
Syari’at Islam di Provinsi Nanggro Aceh Darussalam merupakan pengadilan 
khusus dalam lingungan Peradilan Agama sepanjang kompetensinya menyangkut 
kompetensi Peradilan Agama, dan merupakan pengadilan khusus dalam 
lingkungan Peradilan Umum sepanjang Kompetensinya menyangkut Kompetensi 
Peradilan Umum.” 
                           Selama ini, di lingkungan Peradilan Agama sendiri telah berkembang 
wacana tentang kemungkinan dan perlunya diwujudkan dua pengadilan khusus di 
Peradilan Agama, antara lain berupa pengadilan Keluarga (al-ahwal al-
syakhshiyah; family court) yang bertugas untuk menyelesaikan sengketa hukum 
keluarga.
12
 Ada 5 (Lima) kasus praktek Penelantaran Isteri Sebagai Sebab 
Perceraian di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan. Terjadi di tahun 2015 yang 
pertama, meninggalkan salah satu pihak; Penggugat dan tergugat sudah menikah 
selama 40 tahun lebih. Menurut keterangan saksi penggugat diterlantarkan selama 
7 (tujuh) bulan karena tergugat pergi meninggalkan Penggugat; Yang kedua, 
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  Hamid Sarong, Mahkamah Syar’iyah Aceh, 2012, (Banda Aceh: Global Education 
Institut), hlm 103-104. 
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Cemburu; Penggugat dan tergugat menikah sudah lebih dari 40 tahun. Menurut  
saksi penggugat ditelantarkan selama 3 Tahun.Yang ketiga, Sakit jiwa; Penggugat 
dan tergugat menikah selama 6 tahun. Menurut keterangan saksi dipengadilan 
penggugat diterlantarkan selama 8 tahun. Yang ke empat, Karena adanya pihak 
ketiga; Penggugat dan tergugat menikah selama 6 tahun. Menurut keterangan 
saksi dipengadilan diterlantarkan selama 1 tahun. Yang kelima,Terjadinya 
Kekerasan dalam rumah tangga; Penggugat dan tergugat menikah selama 6 tahun.  
Menurut keterangan saksi penggugat diterlantarkan selama 8 tahun. 
  Berdasarkan data yang kami peroleh pada bulan Januari-oktober 2016, 
terdata sebanyak 16 kasus Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab 
Perceraian di Mahkamah Syar’iah Tapaktuan, Aceh Selatan. Kawin paksa, 
ekonomi, tidak ada tanggung jawab, kawin dibawah umur, menyakiti jasmani, 
menyakiti mental, dihukum, cacat biologis, politis, gangguan pihak ketiga, tidak 
ada keharmonisan, meninggalkan salah satu pihak, kekerasan dalam rumah 
tangga, perselisihan dan pertengkaran terus menerus, jiwa/mental. Peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam sebuah penulisan karya ilmiah 
dengan  judul ”Penelantaran Isteri Oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian ( 
Studi Kasus Mahkamah Syar’iah Tapaktuan ).
13
  
 
 
 
1.2.Rumusan Masalah 
a. Apa penyebab terjadinya penelantaran isteri oleh suami? 
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  Padhil, Hasil Wawancara, Mahkamah Syariah Tapak Tuan, 2016. 
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b. Apa dasar hukum yang membolehkan penelantaran sebagai alasan 
perceraian di Mahkamah Syar’iyah Tapak Tuan ? 
 
 
1.3. Tujuan Penelitian 
a. Untuk mengetahui apa penyebab terjadinya penelantaran isteri oleh suami. 
b. Untuk mengetahui apa dasar hukum yang membolehkan penelantaran 
sebagai alasan perceraian di Mahkamah Syar’iyah. 
 
1.4. Penjelasan Istilah 
  Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga mudah 
memahami istilah yang terdapat dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya 
penjelasan orang yang berada di bawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, 
tidak terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak 
korban dengan tujuan mengendalikan  kehidupan korban. 
1. Penelantaran  
     Penelantaran adalah setiap perbuatan dilakukan dengan membiarkan 
orang yang berada dibawah tanggungannya terbengkalai hidupnya, tidak 
terpelihara, tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya, serta membatasi gerak korban 
dengan tujuan mengendalikan kehidupan korban.
14
 
2. Perceraian  
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 Pusat Kajian Wanita dan Gender, Hak Azasi Perempuan Instrument Hukum untuk 
Mewujudkan Keadilan Gender, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm.251-252. 
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Dalam kamus bahasa Indonesia, kata cerai berarti pisah, dan juga berupa putusnya 
hubungan suami-isteri atau talak.
15
 
 Perceraian atau firqah menurut syara’ adalah berakhirnya akad (Kontrak) 
nikah karena salah satu sebab dari berbagai sebab yang mengharuskan perkawinan 
itu berakhir. Para fuqaha menetapkan bahwa jika dalam kehidupan suami istri 
terjadi keadaan, sifat atau sikap yang menimbulkan kemudhoratan pada salah satu 
pihak yang menderita mudhorat dapat mengambil prakarsa untuk putusnya 
perkawinan, kemudian hakim memfasakh perkawinan atas dasar pengaduan pihak 
yang menderita tersebut.
16
 
 
1.5. Kajian Pustaka 
Kajian pustaka pada pembahasan ini, pada dasarnya adalah untuk 
mendapat gambaran hubungan topik yang akan dibahas/diteliti dengan penelitian 
yang sejenis yang mungkin pernah diteliti oleh peneliti lain sebelumnya. Dan juga 
buku-buku atau kitab-kitab yang membahas tentang penelitian ini. Sehingga 
dalam penulisan skripsi ini tidak ada pengulangan materi penelitian secara mutlak. 
Menurut penelusuran yang telah peneliti lakukan, belum ada kajian yang 
membahas secara mendetail dan lebih spesifik yang mengarah kepada 
Penelantaran Sebagai Sebab Perceraian. Namun ada beberapa tulisan yang 
berkaitan dengan persoalan Penelantaran. 
Adapun skripsi Musliadi, mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, Tahun 2015, 
yang berjudul Interpretasi Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan 
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 Agustin hanafi, Perceraian dalam perspektif fiqh dan perundang-undangan   indonesia, 
(Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh,2013), hlm.32. 
16
 Abdul Rahman Ghozali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana,2013), hlm.246. 
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Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 (studi putusan 
pengadilan agama dan mahkamah syari’ah), Dalam penelitian ini lebih mengarah  
kepada penafsiran penelantaran dalam UU No. 23 tahun 2004, serta analisis 
putusan pengadilan agama dan Mahkamah Syar’iyah terhadap penelantaran dalam 
rumah tangga. Perbedaannya dengan penelitian saya, lebih mengarah kepada 
penyebab perceraian dikarenakan penelantaran istri yang dilakukan oleh suami.
17
 
Dalam Skripsi Muhammmad Faisal, Mahasiswa Fakultas Syari’ah dan 
Ekonomi Islam, jurusan Ahwal al-Syakhshiyyah, Tahun 2014 yang berjudul 
Alasan perceraian dalam fiqh dan undang-undang No.1 tahun 1974 di Indonesia. 
Dalam penelitian ini penulis membahas perbedaan alasan perceraian antara hukum 
fiqh dan uu No.1 tahun 1974 di Indonesia.
18
 Berbeda dengan penelitian saya yaitu 
lebih mengarah kepada penyebab terjadinya perceraian dan jelas dikarenakan 
penelantaran istri oleh suami.  
Dalam skripsi Airi Azmir Bin Abdul Rahman, mahasiswa Fakultas 
Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Keluarga, 2015.Yang meneliti perlindungan 
hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian ini lebih 
mengarah kepada perlindungan hukum yang disediakan oleh pemerintah efektifi/ 
tidaknya imflementasi akta keganasan dalam rumah tangga.
19
 Sedangkan skripsi 
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 Skripsi Musliadi, Interpretasi Penelantaran Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan 
Perceraian Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, ( Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan 
Hukum, 2015). 
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 Skripsi Muhammad Faisal, Alasan perceraian dalam fiqh dan undang-undang no.1 
tahun 1974 di Indonesia (banda aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2014). 
19
 Skripsi Airi Azmir Bin Abdul Rahman, Perlindungan Hukum Terhadap Korban 
Kekerasan dalam Rumah Tangga (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, 
2015). 
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saya mengarah kepada pencarian penyebab dari perceraian suami istri dalam 
rumah tangga. 
Dalam skripsi Lailatul Qadar, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
prodi Hukum Keluarga, 2015. Yang meneliti tinjauan hukum Islam terhadap 
peran isteri sebagai pencari nafkah utama. Dalam penelitian ini penulis lebih 
mengarah kepada peran isteri sebagai pencari nafkah utama keluarga. Dampak 
dari suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami dalam rumah 
tangga.Penelitian saya sudah jelas akibatnya yaitu perceraian dari penelantaran 
isteri oleh si suami.
20
 
Dalam skripsi Rita Maulidar, mahasiswi Fakultas Syari’ah dan Hukum, 
Jurusan Jinayah wa Siyasah, 2011. Beliau hanya membahas tentang ancaman 
hukuman bagi pelaku penelantaran rumah tangga secara keseluruhan dalam 
hukum Islam dan Undang-Undang No.23 tahun 2004. Berbeda dengan skripsi 
saya yang sudah jelas penyebabnya dan berakhir dengan perceraian
21
. 
            Dalam buku karangan Satria Effendi  yang berjudul Problematika Hukum 
Keluarga  Islam Kontemporer yang berjudul Gugat Cerai Akibat Suami Tidak 
Memberi Nafkah, Satria Effendi mengkaji tentang Putusan Pengadilan Agama 
diakibatkan suami tidak memberi nafkah kepada isteri. Penelitian saya untuk 
mencari tau penyebab daripada perceraian. 
Kemudian penelitian Khairul Amri mahasiswa Ahwal al-
Syakshiyyah.Tahun 2012, yang berjudul Pertengkaran Terus-Menerus Sebagai 
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 Skripsi Lailatul Qadar, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Istri Sebagai Pencari 
Nafkah Utama, (Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2015). 
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 Skripsi Rita Maulidar, Ancaman Hukuman Bagi Pelaku Penelantaran Rumah Tangga 
Secara Keseluruhan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang No.23 tahun 2004, (Banda Aceh: 
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Alasan Perceraian. Dalam skripsi ini, penulis membahas tentang Pertengkaran 
terus-menerus ( syiqaq) dalam Islam, pertengkaran terus-menerus sebagai alasan 
perceraian di Mahkamah Syar’iah Banda Aceh, sedangkan pada skripsi ini penulis 
menelaah penyebab dari penelantaran isteri oleh suami sehingga menyebabkan 
perceraian di Mahkamah Syar’iah Tapaktuan.22 
 
1.6.Metode Penelitian 
Adapun metodologi penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah 
gabungan dengan pendekatan kepustakaan (Library research) dan lapangan (Field 
research) 
1.6.1 Jenis Penelitian 
Penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Deskriptif adalah sebuah 
penelitian yang menggambarkan suatu peristiwa pada masa sekarang, sedangkan 
analisis adalah menganalisa fenomena yang terjadi. Jadi deskriptif analisa yakni 
sebuah penelitian  yang akurat mengandung gambaran secara sistematis dan 
aktual tehadap fakta serta kaitannya dengan fenomena yang ada. 
1.6.2.   Metode Pengumpulan Data 
 Adapun cara pengumpulan data dalam penelitian ini adalah Library researh 
( penelitian perpustakaan) yaitu dengan mengkaji buku-buku, makalah-makalah, jurnal 
dan bahan lainnya yang mempunyai relevansi dengan pokok pembahasan. Penelitian 
perpustakaan ini bertujuan untuk mendapatkan hukum dan konsep (teori) yang dapat 
dijadikan tolak ukur sekaligus pendukung terhadap data yang di dapat di lapangan. 
1.6.3.Teknik Analisa Data 
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 Skripsi Khairul Amri, Pertengkaran Terus-Menerus Sebagai Alasan Perceraian, ( 
Banda Aceh: Fakultas Syari’ah dan Hukum, 2012). 
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Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun di lokasi penelitian 
yang berkaitan  dengan Penelantaran Isteri Oleh Suami sebagai Sebab Perceraian, 
menggunakan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data yang deskriptif 
analisis terhadap masalah yang diteliti dan diharapkan menghasilkan analisis yang 
mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. 
Dalam Penulisan dan penelitian karya ilmiah ini penulis berpedoman 
kepada Buku Panduan Penulisan Skripsi yang diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah 
dan Ekonomi Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh 
tahun 2014. 
 
1.7 Sistematika pembahasan 
Untuk memudahkan pembahasan dan uraian yang menyangkut dengan 
masalah yang akan dibahas maka laporan penelitian ini dibagi beberapa bab dan 
setiap bab dibagi lagi dalam beberapa sub yaitu sebagai berikut: 
Bab satu merupakan Bab pendahuluan berisikan tentang Latar Belakang 
Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kajian Pustaka, Metode  
Penelitian, dan Sistematika Pembahasan. 
Bab dua membahas tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Penelantaran, 
Sebab Penelantaran dan Faktor penelantaran Oleh Suami, Dampak Penelantaran 
Bagi Isteri, Penelantaran Isteri dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-
Undang. 
Bab Tiga  Kasus Penelantaran Isteri  Di Mahkamah  Syar’iah Tapaktuan, 
Kasus-Kasus Penelantaran Isteri di Mahkamah Syar’iah Tapaktuan, Tingkat 
15 
 
Perceraian di Mahkamah Syar’iah Tapaktuan, Analisis Kasus-Kasus Di 
Mahkamah Syar’iah Tapaktuan.  
Bab empat merupakan Bab penutup yang berisikan kesimpulan dari bab-bab 
sebelumnya serta saran-saran yang dianggap penting dan perlu supaya menjadi 
perbaikan dan mendapatkan kesempurnaan kedepan.  
16 
 
16 
 
BAB II 
Tinjauan Hukum Islam Tentang Penelantaran 
 
2.1. Pengertian Penelantaran 
              Penelantaran adalah perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangga, padahal orang tersebut harus dinafkahi, dirawat dan dipelihara. 
Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan 
ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada dibawah kendali 
pelaku.
23
Sebagaimana yang terjadi dalam kasus-kasus perempuan korban 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dikriminalkan, penelantaran 
rumah tangga menjadi potensi tinggi kriminalisasi korban Kekerasan Dalam 
Rumah Tangga. Pengaturan penelantaran rumah tangga berdasarkan UU PKDRT 
Pasal 9 Ayat (1): “Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup 
rumah tangganya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau 
pemeliharaan kepada orang itu”. 
Berikut ulasan dari UU PKDRT Pasal 9, Ayat (1): (a) Frasa Penelantaran 
bermakna melalaikan kewajiban dalam lingkup rumah tangga, artinya melalaikan 
kewajiban suami, isteri, anak dan terhadap orang yang ada di dalam rumah 
tangga; (b) Menurut hukum yang berlaku ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu maka kewajiban tersebut harus 
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Dewi Novirianti, Peri umar Farouk, Bambang Soetono, Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
(Jakarta: The World Bank, 2005), hlm.80. 
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melihat pada hak dan kewajiban suami, isteri, anak dan orang yang ada di 
dalamnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan diantaranya 
UU No. 1 Tahun 1974Kompilasi Hukum Islam Pasal 77 dan UU No. 23 Tahun 
2002 tentang Perlindungan Anak; (c) Atau karena persetujuan atau perjanjian ia 
wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang itu, 
apabila ada perjanjian atau persetujuan yang harus dipenuhinya; (d) Berdasarkan 
ulasan tersebut maka sasaran pemidanaan Pasal 9 Ayat (1) “Tindakan  
penelantaran rumah tangga yang dimaksudkan karena menelantarkan dalam 
lingkup rumah tangga dan ada persetujuan atau perjanjian yang mewajibkan 
memberikan kehidupan, perawatan dan pemeliharaan”. Kewajiban tersebut 
merupakan kewajiban Kepala Keluarga yakni suami. Hal tersebut berdasar pada 
Pasal 34 Angka (1) UU Perkawinan dan Pasal 80 Angka (2):”Suami wajib 
melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup 
berumahtangga sesuai dengan kemampuannya. Sementara UU Perkawinan 
menyebutkan kewajiban isteri adalah mengatur urusan rumah tangga, demikian 
pula Kompilasi Hukum Islam menyebutkan kewajiban isteri berbakti lahir dan 
batin kepada suami dalam batas yang dibenarkan Hukum Islam dan 
menyelenggarakan serta mengatur keperluan rumah tangga sebaik-baiknya. 
Berbakti dan mengatur keperluan rumah tangga bukan tindakan yang memberikan 
kehidupan, perawatan dan pemeliharaan. Namun sebagai perbuatan subordinat 
dari tindakan memberikan kehidupan, perawatan dan 
pemeliharaan; (e) Pengaturan pasal tersebut bertujuan untuk memberikan 
perlindungan dan kesejahteraan  bagi perempuan dan anak mengingat dalam fakta 
18 
 
tingginya kasus penelantaran rumah tangga yang dialami isteri/ anak akibat  suami 
sebagai kepala keluarga tidak menjalankan kewajibannya. Aliran klasik menganut 
paham indeterminisme, yang mengatakan bahwa manusia itu dapat menentukan 
kehendaknya dengan bebas, meskipun sedikit banyak juga ada faktor lain yang 
memengaruhi penentuan kehendaknya, yaitu keadaan pribadi dan lingkungannya, 
tetapi pada dasarnya manusia mempunyai kehendak bebas.
24
Tidak semua 
hubungan pria dan wanita itu dinamakan merupakan perkawinan: Sesungguhpun 
sesuatu hubungan itu menurut penglihatan kita adalah abadi: mereka hidup 
bersama dalam suatu rumah sendiri: pria mencari nafkah dan wanita mengurus 
rumah tangganya, tetapi kalau dilangsungkan hubungan itu dengan tidak menurut 
apa yang ditentukan oleh pergaulan hidup, maka hubungan itu tidak dinamakan 
perkawinan.
25
 
Menurut hukum Islam isteri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang 
diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.
26
Ibu Qudamah 
berkata, para ahli ilmu bersepakat tentang kewajiban para suami untuk menafkahi 
isteri-isterinya. Bahkan, di antara para ulama fikih ada yang menjadikan nafkah 
isteri sebagai keistimewaan khusus. Misalnya Ibnu Qayyim dan As-Sayuthi yang 
berpendapat, bahwa nafkah isteri berbeda dengan nafkah yang diberikan kepada 
kerabat yang lain dalam beberapa hal, di antaranya:  
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Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 83. 
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 Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
2002), hlm. 489. 
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Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Banda Aceh:Yayasan Pena 
Banda Aceh), hlm.105. 
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1. Nafkah untuk isteri, wajib diberikan kepadanya, baik suami dalam keadaan 
sulit maupun lapang. Tidak di wajibkan kecuali apabila sang pemberi 
nafkah dalam keadaan lapang. 
2. Nafkah utuk isteri yang belum diberikan pada masa-masa terdahulu, wajib 
di berikan ketika suami telah mampu, berbeda dengan nafkah bagi kerabat 
lain dimana nafkah terdahulu tidak wajib dibayarkan.
27
 
Sebagian ahli fiqih lain berpendapat bahwa yang termasuk dalam 
kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah: Pangan, sandang dan tempat 
tinggal. Sementara ahli-ahli Fiqih lain berpendapat bahwa kebutuhan 
pokok itu hanyalah pangan saja.
28
 
Dalam keluarga suami dan istri mengalami kesenjangan, ketika laki-laki makin 
akses terhadap uang, kekuasaan dan pengaruh sedangkan perempuan tidak. Makin 
lama laki-laki makin merasa berkuasa dalam rumah, isteri dianggap sebagai 
asetnya sehingga dapat diperlakukan sesukanya (dipukul, dikata-katai, disakiti).
29
 
2.2. Sebab Penelantaran dan Faktor Penelantaran Oleh Suami 
              Hubungan yang terjadi di antara pasangan dalam sebuah pernikahan, 
merupakan hal yang paling mendasar. Apabila hubungan yang terjadi di antara 
pasangan tersebut terjalin dengan baik, maka akan nampak keharmonisan dan 
kebahagiaan di dalam pernikahan dan hidup berkeluarga yang dijalaninya. Begitu 
pun sebaliknya, jika dalam memasuki jenjang pernikahan, seseorang belum 
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mampu mempersiapkan dirinya baik secara fisik, mental, spiritual, dan finansial, 
maka diperlukan sekali persiapan-persiapan menuju ke jenjang pernikahan dan 
hidup berkeluarga.
30
 
      Komnas perempuan mencatat bahwa kekerasan terhadap perempuan 
meningkat terus dari tahun ke tahun, khususnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
(KDRT). Umumnya pelaku adalah orang yang mempunyai hubungan dekat 
dengan korban seperti suami. Fakta yang kita saksikan dapat disimpulkan bahwa 
ideology atau pandangan hidup yang dianut dan dikembangkan oleh negeri-negeri 
di dunia ini, telah gagal memberikan kehidupan yang aman, tentram dan sejahtera. 
Itu terjadi karena mereka telah memisahkan kehidupan dari agama yang dianutnya 
atau lazim disebut sekularisasi. Menjadikan agama hanya untuk ritual semata, 
sedangkan pengaturan urusan duniawi diserahkan kepada mereka masing-masing. 
Jadi wajar tindakan kekerasan semakin merajalela.
31
Penyebab dari kekerasan 
dalam rumah tangga bersumber dalam budaya dan struktur sosial yang 
mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan jurang pemisah antara laki-laki 
dan perempuan.
32
Alasan-alasan yang mendasari kecenderungan tersebut antara 
lain: Pertama, rasa malu, sungkan dengan keluarga besar, aib jika diketahui 
umum. Alasan-alasan ini muncul karena adanya pendapat di kalangan sebagian 
anggota masyarakat bahwa kekerasan yang dialami isteri adalah kesalahan 
perempuan juga. Kedua, Ketergantungan yang besar terhadap pelaku (secara 
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ekonomis). Ketiga, Berkaitan dengan kinerja penegak hukum dalam menangani 
perkara merupakan hal yang menjadi pertimbangan perempuan untuk tidak 
melaporkan kekerasan yang terjadi pada dirinya.
33
 
Adapun penyebab lainnya antara lain: Pertama, masyarakat masih membesarkan 
anak lelaki dengan mendidiknya agar mereka yakin bahwa mereka harus kuat dan 
berani serta tanpa ampun. Lelaki dilatih untuk merasa berkuasa atas diri dan orang 
sekelilingnya. Itulah kejantanan. Jika mereka menyimpang dari harapan peran 
tersebut, mereka dikategorikan sebagai lelaki lemah. Dan hal ini sangat melukai 
harga diri dan martabat lelaki. Setelah mereka tumbuh menjadi lelaki dewasa dan 
menikah, masyarakat semakin mendorong mereka untuk menakhlukkan isteri. 
Jika gagal, berarti kejantanannya terancam. Nilai inilah yang mendorong suami 
untuk mempergunakan caraapa pun, termasuk cara-cara kekerasan demi 
menundukkan isterinya. Jika kita tetap membesarkan anak lelaki seperti seperti 
ini, kita termasuk golongan yang melanggengkan budaya kekerasan. 
Kedua, Kebudayaan kita mendorong perempuan atau isteri supaya bergantung 
kepada suami, khususnya secara ekonomi. Hal ini membuat perempuan hampir 
sepenuhnya berada di bawah kuasa suami. Dan salah satu akibatnya, isteri 
seringkali diperlakukan semena-mena sesuai sesuai kehendak atau mood 
suaminya. Banyak penelitian menunjukkan bahwa pemicu tindak kekerasan 
terhadap isteri justru bukan “kesalahan“isteri sendiri. Suami yang frustasi di 
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tempat kerja dan tidak mampu mengatasi persoalannya dengan sangat mudah 
melampiaskan kejengkelannya. 
Ketiga, Fakta bahwa lelaki dan perempuan tidak diposisikan setara dalam 
masyarakat. Kita pada umumnya percaya bahwa lelaki berkuasa atas perempuan. 
Di dalam rumah tangga, ini berarti suami di atas isteri. Isteri adalah sepenuhnya 
milik suami sehingga selalu harus berada dalam kontrol suami. Jika isteri keliru 
menurut cara pandang suami, maka mereka bias berbuat apa saja agar sang isteri 
segera “kembali ke jalan yang benar”. Termasuk di dalamnya melakukan tindak 
kekerasan. 
Keempat, Masyarakat tidak menganggap Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
sebagai persoalan sosial, tetapi persoalan pribadi suami-isteri. Orang lain tidak 
boleh ikut campur. Kepercayaan ini ditunjang sepenuhnya oleh masyarakat yang 
dengan sengaja “menutup mata” terhadap fakta Kekerasan Dalam Rumah Tangga 
yang lazim terjadi. Masyarakat menganggap masalah Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga adalah masalah pribadi atau masalah rumah tangga yang orang lain tidak 
layak mencampurinya. Hal ini sungguh aneh. Kalau kita melihat seorang 
perempuan yang tak dikenal diserang oleh seseorang di jalanan, maka kita akan 
berupaya menghentikannya atau melaporkannya ke polisi. Tetapi jika kita 
mengetahui seorang suami menganiaya isterinya, kita tidak berbuat apa-apa. Sikap 
inilah yang mengakibatkan kekejaman dalam rumah tangga ini terus berlangsung. 
Kelima, Pemahaman yang keliru terhadap ajaran agama yang menganggap bahwa 
laki-laki boleh menguasai perempuan. Tafsiran semacam ini mengakibatkan 
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pemahaman turunan bahwa agama juga membenarkan suami melakukan 
pemukulan terhadap isteri dalam rangka mendidik. Hak ini diberikan kepadanya 
karena suami mempunyai keedudukan yang lebih tinggi. Suami adalah penguasa 
yang mempunyai “kelebihan-kelebihan” kodrati yang merupakan anugrah Tuhan. 
Pemahaman seperti di atas akan melestarikan tindak kekerasan terhadap 
perempuan, jiika tidak “diluruskan” dengan penafsiran yang lebih sesuai dengan 
semangat keadilan yang merupakan ruh Islam.
34
 
Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah 
tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri telah diungkap dalam 
suatu penelitian yang dilakukan oleh Diana Ribka, juga oleh Istiadah yang dapat 
diringkaskan sebagai berikut:  
1.  Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. 
Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada isteri telah terkonstruk 
sedemikian rupa dalam  
keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa isteri adalah milik suami 
oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki. Hal 
ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap 
sewenang-wenang terhadap isterinya. Jika sudah demikian halnya maka 
ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri akan selalu menjadi 
akar dari perilaku keras dalam rumah tangga.  
2.  Ketergantungan ekonomi.  
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 Faktor ketergantungan isteri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa isteri 
untuk menuruti semua keinginan suami meskipun merasa menderita. Bahkan, 
sekalipun tindakan keras dilakukan kepadanya tetap enggan untuk melaporkan 
penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan 
pendidikan anak-anaknya. Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak 
sewenang-wenang kepada isterinya.   
3.  Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.  
Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumah 
tangga. Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari 
ketersinggungan, ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, 
kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan isteri dapat memenuhi 
keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan 
bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia 
menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering 
menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah 
tangganya.  
4.  Persaingan  
Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah 
tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan isteri. Maka di 
sisi lain, perimbangan antara suami dan isteri, baik dalam hal pendidikan, 
pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di 
lingkungan kerja, dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat 
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menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya 
kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, 
sementara di sisi lain isteri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.  
5.  Frustasi  
Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap isterinya karena merasa 
frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung 
jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang: 
a. Belum siap kawin  
b. Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi 
kebutuhan rumah tangga.  
c. Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orang 
tua atau mertua.   
      Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan 
perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap isterinya dengan 
memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.  
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum  
Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga 
tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami isteri. Hal ini penting 
karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai 
tindakan kriminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga. Hal ini juga terlihat 
dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban isteri sebagai 
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korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam 
proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan isteri untuk mengungkapkan 
kekerasan yang ia alami.
35
 
Beberapa faktor yang mendukung dan memungkinkan terjadinya kekerasan 
terhadap perempuan dalam bentuk prostitusi dan perdagangan perempuan antara 
lain:  
1. Tidak adanya pilihan lain akibat kemiskinan dan pengangguran  
2. Lemahnya posisi perempuan akibat kultur dan struktur budaya patriarkhi 
3. Lemahnya komitmen dan kebijakan negara untuk mencega dan 
menanggulangi kekerasan terhadap perempuan, termasuk perdagangan dan 
prostitusi 
4. Banyaknya praktik kolusi antara jaringan pelaku dengan aparat negara, 
termasuk aparat keamanan.
36
 
Adanya sebagian gambaran yang meremehkan pemukulan di rumah-rumah dari 
orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam dan orang-orang yang tidak 
memahami tujuan-tujuannya, hal ini tidak berarti adalah Islam, tetapi itu adalah 
pemahaman yang keliru dengan sikap-sikap Jahiliyahnya yang busuk menguasai 
seseorang. Kadang-kadang pada saat marahnya, ia tidak mengenal hak-hak wanita 
dan tidak mengasihi kelemahan dan sisi kewanitaannya.
37
 
 
                                                             
35
Emi Sutrisminah, Staff Pengajar Prodi D3 Kebidanan FIK Unissula  
 36 Zaitunah Subhan, Kekerasan Terhadap Perempuan, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 
2004), hlm.11. 
             
37
 Mahmud Fuat At-Thabakh, Mengapa Wanita Berbuat Zalim, di Dhalimi, (Jakarta: 
Cendikia Sentra Muslim, 2004), hlm. 127. 
27 
 
2.3. Dampak Penelantaran Bagi Isteri 
                Dengan adanya diskriminasi berbasis gender, dalam situasi ‘normal’saja 
perempuan dan anak lebih rentan perlakuan-perlakuan diskriminatif dan 
kekerasan.
38
Kehormatan manusia baru akan menjadi berarti bahkan menempati 
posisi yang sempurna selama manusia memeliharanya dengan iman dan amal 
shaleh.
39
 Ketentuan mengenai tata cara perlindungan terhadap korban dan saksi 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.
40
Banyak pihak tidak menyadari 
dampak dari kekerasan dalam perkawinan, sebab keluarga adalah sendi 
masyarakat. Kalau keluarga sakit, maka masyarakat pun sakit.
41
Keutuhan orang 
tua (ayah dan ibu) dalam sebuah keluarga sangat dibutuhkan dalam membantu 
anak untuk memiliki dan mengembangkan dasar-dasar disiplin diri.
42
Dan ada pun 
dampak dari kekerasan psiklogis adalah perasaan terancam, tidak aman, tidak 
terlindungi, perasaan khawatir, cemas dan takut. Pada tahap lanjut, bisa 
berkembang menjadi trauma yang menghalangi dan menghambat aktivitas 
keseharian.
43
korban penelantaran rumah tangga akan mengalami gangguan 
psikologis, misalnya: tertekan, gangguan perkembangan, stres, trauma, minder 
atau tidak percaya diri dan lain-lain. Seorang anak yang ditelantarkan oleh orang 
tuannya, akan mengalami gangguan tumbuh kembang pada anak tersebut, bahkan 
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akan mengalami krisis kepercayaan diri. Sedangkan, jika seorang istri 
ditelantarkan oleh suami atau orang tua yang seharusnya menjadi tanggungjawab 
anaknya ditelantarkan, maka mereka juga akan mengalami tekanan psikologis 
(sedih, kecewa, stres dan lain-lain).Dari banyaknya kasus yang terjadi akan 
menimbulkan stress yang mendorong korban untuk bunuh diri atau malah 
membunuh suaminya.
44
 Kedua, ekonomi. Secara ekonomi korban penelantaran 
rumah tangga akan mengalami kondisi ekonomi yang buruk. Misalnya: kelaparan, 
tidak memiliki tempat tinggal, tidak mendapatkan pemenuhan atas kebutuhan 
sehari-hari dan lain-lain, termasuk pemenuhan gizi yang baik bagi seorang anak 
yang ditelantarkan oleh orang tuanya.  Ketiga, fisik. Akibat fisik yang ditimbulkan 
oleh kekerasan bentuk ini, misalnya: sakit dan bahkan kematian. Kematian 
sebagai akibat penelantaran rumah tangga sangat mungkin terjadi, sebagai efek 
dari rasa tertekan dan rasa lapar dari yang dialami oleh korban. Misalnya, jika 
orang tua menelantarkan anak sehingga anak mengalami sakit akibat dari rasa 
tertekan dan lapar maka hal tersebut bisa saja mengakibatkan kematian bagi sang 
anak.  Beranjak dari akibat yang ditimbulkan oleh penelantaran rumah tangga 
tersebut, bisa dikemukakan bahwa penelantaran rumah tangga, sama dengan 
bentuk kekerasan lainnya, tidak hanya mengakibatkan kondisi ekonomi dan sosial 
yang buruk, namun juga kondisi psikologis yang tidak baik, bahkan bisa saja 
mengalami akibat fisik yang berupa sakit dan bahkan kematian bagi korban. 
Misalnya, jika seorang ayah atau ibu (orang tua) membiarkan seorang anak dalam 
keadaan tidak dirawat khususnya ketika mengalami sakit dan seorang suami atau 
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sebaliknya membiarkan suatu keadaan yang sedemikian rupa dimana salah 
satunya sangat memerlukan pertolongan atau perawatan dan pemeliharaan (tidak 
memberikan uang untuk membeli obat sehingga kondisi sakitnya semakin 
meradang), sehingga mengakibatkan kematian bagi korban. Begitu juga, jika 
seorang suami yang ketergantungan pada minuman keras (beralkohol), hobby 
main judi (terkecuali kelainan jiwa) sehingga tidak memperdulikan nafkah hidup 
istri dan anak-anaknya baik jasmani maupun rohani, sehingga mengakibatkan istri 
dan anak-anak terlantar.
45
  
            Kontruksi sosial yang selama ini ada, telah menempatkan perempuan pada 
posisi yang kurang beruntung. Kondisi ini kemudian memberi dampak terhadap 
munculnya sikap pesimis perempuan yang memposisikan dirinya sebagai 
makhluk kelas dua setelah laki-laki. Perempuan cendrung membatasi diri dalam 
ambisi positif terhadap pengembangan karir. Selain itu kontruksi sosial budaya 
juga telah memposisikan perempuan sebagai orang yang paling bertanggung 
jawab dalam pengasuhan anak dan urusan rumah tangga, sehingga perempuan 
memiliki keterbatasan ruang dan waktu untuk berkiprah di luar ranah domestic.
46
 
Diperlihatkan, misalnya, bahwa peningkatan dalam penghasilan ibu cenderung 
memperbaiki kualitas maupun kuantitas pangan yang tersedia bagi anak-anaknya, 
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sedangkan peningkatan dalam penghasilan laki-laki cenderung bergerak ke arah  
“investasi produktif”, barang konsumsi dan hiburan.”47 
Perempuan dalam hal ini kurang berdaya untuk menghindar dari beban ganda 
tersebut karena tugasnya sebagai pengasuh anak sudah merupakan persepsi 
budaya secara umum. Kontrol budaya agaknya lebih ketat kepada perempuan 
daripada laki-laki.
48
Beragam urusan domestik tetap dihadapi dan diatasi 
perempuan ketika memutuskan beraktivitas di luar rumah. Mulai dari urusan 
pengasuhan anak, menyiapkan kebutuhan suami, memasak, sampai mencari 
(tambahan) penghasilan rumah tangga. Perempuan harus memikirkan dan 
menjadikan agenda kerja domestiknya selain kerja di kantor. Moore dan Sawhiil 
(1978) mengatakan bahwa hambatan urusan rumah tangga memang sebagai 
konsekuensi perempuan bekerja. Dengan bekerja di luar rumah berarti makin 
berkurang waktu yang dicurahkan pada rumah dan keluarga. Sedangkan hal 
positif yang didapat antara lain semakin bertambahnya penghasilan dan sumber 
daya ekonomi keluarga yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas 
hidup.
49
Kaum laki-laki diberikan hak untuk menjadikan dirinya sebagai pemimpin 
kaum perempuan, di samping sebagai orang yang harus mengayomi dan 
membimbing juga mendorong ke arah kemaslahatan.
50
Sesungguhnya Allah telah 
memberikan kehormatan bagi kaum laki-laki dengan menjadikan mereka sebagai 
Qawwamun’ala an-nisa’ (pemimpin/pelindung kaum perempuan). Yaitu dengan 
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menjaga, melayani, dan memelihara hak-hak perempuan serta mencukupi 
kebutuhan dan menanggung keperluan mereka.
51
 
2.4. Penelantaran Isteri dalam Perspektif Islam dan   Perundang-
Undangan 
                    Pada masa Jahiliyah wanita atau isteri tidak mempunyai hak 
apapun dalam urusan rumah tangga, karena wanita dimiliki sepenuhnya oleh 
suaminya, maka tidak mempunyai hak apapun. Namun Islam menghapus budaya 
kejam dan tidak manusiawi tersebut, dengan memberikan hak yang seimbang 
antara suami dan isteri dalam mengatur rumah tangga, sekalipun laki-laki (suami) 
masih tetap pada posisinya sebagaimana kepala rumah tangga, sedang isteri 
berkewajiban untuk mengatur keuangan rumah tangga seefisien mungkin dan 
berbagai pekerjaan rumah tangga lainnya.
52
 Kalau pada awalnya Islam telah 
membutikan dirinya mampu meretas belenggu yang menjerat perempuan, dalam 
perkembangan selanjutnya, terdapat kesan terjadinya kemandegan kalau tidak bisa 
dikatakan kemunduran. Salah satu sebabnya, pada hemat saya, adalah kerena 
sering kali kita memberikan makna ayat-ayat Al-Qur’an dengan tidak 
mengindahkan konteks historisnya untuk kemudian menjadikannya sebagai 
aturan-aturan hukum atau tuntunan moral yang seolah-olah berlaku Universal.
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         Dalam Islam tidak ditemukan arti secara definitif mengenai pengertian 
penelantaran suami terhadap isteri oleh karena itu penulis hanya akan 
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mengetengahkan dalil-dalil nash Al-Qur’an dan Hadist serta pendapat kompilasi 
yang berkaitan dengan kewajiban memberi nafkah dan kaitannya dengan hal itu. 
Kedudukan suami isteri 
Pasal 79 
1. Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga 
2. Hak dan Kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan 
suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam 
masyarakat. 
3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum 
Kewajiban Suami 
Pasal 80 
1. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan 
tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting 
diputuskan oleh suami isteri bersama. 
2. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu 
keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 
3. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan 
memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan 
beramfaat bagi agama nusa dan bangsa. 
4. Sesuai dengan penghasilan suami menanggung  
a. nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri; 
b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi 
isteri dan anak; 
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c. biaya pendidikan bagi anak. 
5. Kewajiban suami terhadap isterinya seperti tersebut pada ayat (4) huruf 
a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari 
isterinya. 
6. Isteri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban tehadap dirinya 
sebagaimana tersebut pada ayat (4) huruf a dan b. 
7. Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila isteri 
nusyuz. 
Tempat Kediaman 
Pasal 81 
1. Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-
anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. 
2. Tempat kediaman adalah tempat tinggal yang layak untuk isteri 
selama dalam ikatan perkawinan, atau dalam iddah talak atau iddah 
wafat. 
3. Tempat kediaman disediakan untuk melindunngi isteri dan anak-
anaknya dari gangguan pihak lain sehingga mereka merasa aman 
dan tenteram. Tempat kediaman juga berfungsi sebagai tempat 
menyimpan harta kekayaan, sebagai tempat menata dan mengatur 
alat-alat rumah tangga. 
4. Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai dengan 
kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan 
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tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga 
maupun sarana penunjang lainnya.
54
 
Adapun perspektif undang-undang yang mengaturnya: 
Pasal 9 
1. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena 
persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, 
atau pemeliharaan kepada orang tersebut. 
2. Penelantaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengancara 
membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di 
luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut. 
Pasal 16 
1. Laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi 
kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan 
untuk membentuk keluarga. Mereka mempunyai hak yang samadalam 
soal perkawinan, di dalam masa perkawinan dan di saat perceraian. 
2. Perceraian hanya dilakukan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan 
penuh oleh kedua mempelai. 
3. Keluarga adalah kesatuan yang alamiah dan fundamental dari masyarakat 
dan berhak mendapatkan perlindungan dari masyarakat dan Negara.
55
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Sedangkan dalam hadits-hadits Nabi Saw.diantaranya: Perintah Nabi dalam 
khuthbah Haji al-Wada’, beliau bersabda: 
 َّنُه ُتَوْسَِكو َّنُه ُقْزِر ْمُكْيَلَع َّنُهَلَو ِفوُرْعَمْلِاب  
Artinya:”Dan mereka (para isteri) mempunyai hak diberi rizki dan pakaian 
yangdiwajibkan atas kamu sekalian (wahai para suami).”(HR.Muslim 
2137).
56
 
Adapun kewajiban suami/hak isteri terhadap suami: 
1. Bergaul dengan baik 
Termasuk akhlak Nabi, beliau sangat baik pergaulannya dengan para 
isterinya. Wajahnya senantiasa berseri-seri, suka bersenda gurau dan 
bercumbu rayu dengan isteri, bersikap lemah-lembut terhadap mereka dan 
melapangkan mereka dalam hal nafkah serta tertawa bersama mereka. 
Dalam surah An-Nisa’ ayat: 19 Allah berfirman: 
 
 نَأ ُكَل ُّل َِيَ َلَ ْاوُنَماَء َنيِذَّلٱ اَهُّ يَأََٰياهرَك َءاَسِّنلٱ ْاُوِثرَت  ۡ  َّلِإ َّنُهوُمُي َتاَءاَم ِضعَِبب ْاوُبَهذَِتل َّنُهوُلُضَعت َلََو
ةَن ِّ ي َب ُّم ةَشِح ََٰفِب َينِتَأي نَأ  ۡ  ِفوُرع
َ
لمٱِب َّنُهوُرِشاَعَو  ۡ  ِهيِف ُهَّللٱ َلَعَيََو ا ْاوُهَركَت نَأ َٰىَسَع َف َّنُهوُمُتِهرَك نَِإف
يرِثَك ايرَخ  
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai 
wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka 
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karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu 
berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji 
yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian 
bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin 
kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya 
kebaikan yang banyak”. 
 
Syaikh Muhammad bin Umar dalam kitab Uquulujain halaman 3 menafsirkan 
ayat tersebut bahwa seorang suami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya di 
segi bermalam, nafkah dan bagus dalam berbicara. 
1. Bertanggung jawab  
Bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesejahteraan rumah tangga 
karena para suami mempunyai kelebihan tingkatan daripada isterinya. 
Sebagaimana firman Allah SWT. dalam QS An-Nisa’ ayat 34:  
 
مِِلِ ََٰوَمأ نِم ْاوُقَفَنأ َابَِو ضَعب َٰىَلَع مُهَضَعب ُهَّللٱ َلَّضَف َابِ ِءاَسِّنلٱ ىَلَع َنوُم ََّٰو َق ُلاَجِّرلٱ  ۡ ُت ََٰحِل ََّٰصلٱَف
 ُهَّللٱ َظِفَح َابِ ِبيَغلِّل تََٰظِف ََٰح ٌت ََٰتِن ََٰق  ۡ  ِعِجاَض
َ
لمٱ فِ َّنُهوُرُجهٱَو َّنُهُوظِعَف َّنُهَزوُُشن َنوُفَاَتَ ِتََِّٰلٱَو
 َّنُهُوِبرضٱَو  ۡ  ًلَيِبَس َّنِهيَلَع ْاوُغَبت َلََف مُكَنعَطَأ نِإَف  ۡ  ايرِبَك اّيِلَع َناَك َهَّللٱ َّنِإ 
Artinya:”Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena 
Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang 
lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian 
dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang shalehah, ialah yang taat 
kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh 
karena Allah telah memelihara (mereka).Wanita-wanita yang kamu 
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah 
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika 
mereka mentaatimu, sesungguhnya Allah Maha Tinggi Lagi Maha 
Besar". 
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Memberikan kebebasan berpikir dan bertindak kepada isteri sepanjang tidak 
menyalahi dengan ajaran agama, supaya tidak mendorong isteri ke hal-hal salah.  
Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa, orang yang mampu (tapi tidak mau 
membayar) boleh dijatuhi hukuman atau dipermalukan. Sementara itu Imam Ali 
akanmemenjarakan orang yang menunda-nunda membayar utangnya, dan 
membebaskan nya apabila dia ternyata tidak mampu. Berdasarkan hal ini, maka 
seorang hakim manakala bisa membuktikan adanya kesulitan suami dalam 
memenuhi nafkah sedangkan si isteri memang betul-betul berhak atas itu, dia 
harus menetapkan bahwa nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suami itu sebagai 
hutang, yang harus dibayar melalui pinjaman yg lain. Kalau keputusan itu sudah 
dijatuhkan dan suami sudah ditetapkan untuk memberi nafkah, tapi ternyata isteri 
tetap mengurung suaminya dalam kesulitan dan sedang bangkrut itu, maka suami 
boleh meminta kepada hakim untuk dibebaskan dari membayar nafkah sejak 
waktu dia dikeram isterinya, dan hakim harus mengabulkan tuntutan itu.
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BAB III 
KASUS PENELANTARAN ISTERI DI MAHKAMAH SYAR’IYAH 
TAPAKTUAN 
3.1. Kasus-Kasus Penelantaran Isteri di Mahkamah Syar’iyah  
Penelantaran dalam rumah tangga banyak terjadi di Mahkamah Syar’iyah 
Tapaktuan, penelantaranterjadi akibat suami tidak bertanggungjawab kepada 
keluarga. Menelantarkan isteri termasuk tindakan tidak terpuji dan isteri dapat 
mengajukan gugat cerai ke pengadilan apabila merasa teraniaya dengan sikap 
suami, seperti kasus-kasus berikut: 
1. Kasus yang sudah diputuskan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn, tanggal 02 
Februari 2016, telah mengajukan gugatan untuk melakukan Cerai Gugat 
terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut: Bahwa kurang lebih 
sejak tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan antara 
lain:  
a. Tergugat sering tidak pulang ke rumah; 
b. Tergugat sejak tahun 2013 tidak lagi memperdulikan Penggugat dan 
anak-anak Penggugat dengan Tergugat; 
c. Tergugat hanya sesekali pulang dan memberikan nafkah kepada 
Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat, sehingga 
Penggugat harus berkerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah 
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tangga dan untuk kelangsungan hidup  Penggugat dan anak-anak 
Penggugat dengan Tergugat;  
2. Bahwa sejak bulan Mei 2015 berturut-turut hingga sekarang ini telah berjalan 
selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan 
yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta 
tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; 
3. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan 
keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman 
dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat; 
4. Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak ada 
harapan untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah 
tangga. 
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat memohon agar Ketua 
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan: Mengabulkan gugatan Penggugat; Menjatuhkan 
talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat). 
2.  Kasus Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn  
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan dengan Nomor 73/Pdt.G/2017/MS.Ttn, 
tanggal 19 April 2017, telah mengajukan Cerai Gugat dalil-dalil sebagai berikut: 
Bahwa sejak tanggal 24 Maret 2015 hingga sekarang telah berjalan selama 2 
tahun lebih lamanya, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan 
alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah mengirim kabar dan nafkah 
serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia. Berdasarkan hal-
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hal tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat agar Ketua Mahkamah 
Syar’iyah Tapaktuan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, 
berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat, 
Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Tergugat)  terhadap  Penggugat ( 
Penggugat). 
3.2. Tingkat Perceraian dan Sebabnya di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan 
 Peningkatan angka perceraian setiap tahun menunjukkan bahwa ada 
masalah yang selama ini luput dari perhatian kita terhadap keluarga sebagai 
institusi terkecil masyarakat. Padahal, keluarga adalah benteng terakhir peradaban 
ketika negara dinilai gagal membangun peradaban. Jika kasus perceraian 
dibiarkan, maka keluarga sebagai institusi penopang masyarakat pelan-pelan akan 
keropos dan membusuk. Dengan demikian peradaban akan runtuh karena keluarga 
sebagai benteng terakhir telah ambruk.Berdasarkan hasil penelitiannya di 
Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan menyebutkan beberapa penyebab tingginya 
perceraian pada tahun 2016, yaitu sebagai berikut:(1). Mabuk 1, (2).Meninggalkan 
salah satu pihak 53,(3). Kekerasan dalam rumah tangga 12, (4).Cacat badan 4, (5). 
Perselisihan dan pertengkaran terus menerus 78, (6). Jiwa/Mental 4, (7). Pihak 
ketiga 29, (8). Tidak tanggungjawab 61, (9). Ekonomi 4. 
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Alasan-alasan untuk bercerai secara tegas telah diatur di dalam Pasal 39 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974, ayat (1): Perceraian hanya dapat dilakukan di 
depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan 
tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Ayat (2): Untuk melakukan 
perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat 
hidup rukun sebagai suami istri. Alasan tersebut juga diatur dalam Peraturan 
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, bahwa perceraian 
dapat terjadi karena alasan-alasan:  1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi 
pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; 2. 
Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya. 3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun 
atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung. 4. Salah satu 
pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak 
yang lain. 5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang 
mengakibatkan tidak dapat melakukan kewajibannya sebagai suami istri. 6. 
Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak 
ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga
58
. 
3.3. Analisis Kasus-Kasus di Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan 
1. Duduk Perkara Kasus Putusan Nomor 0040/Pdt.G/2016/MS.Ttn 
Penggugat (xxxx), umur 32 tahun, tempat tinggal Ds.xxx, Kecamatan Kluet Utara 
Kabupaten Aceh Selatan, yang menikah tanggal 10 Juli 2009. Setelah pelaksanaan 
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akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik talak. Perkawinan telah 
berlangsung selama 7 tahun dan kedua suami-isteri telah bergaul secara baik 
sebagaimana layaknya suami isteri selama 4 tahun dan sudah dikaruniai dua orang 
anak. Dalam gugatannya penggugat mengemukakan bahwa antara Penggugat dan 
tergugat pada saat sekarang telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan lamanya 
disebabkan hal-hal sebagai berikut:  
1. Selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran, sebabTergugat sering tidak 
pulang ke rumah, tidak lagi memperdulikan Penggugat dan anak-anak 
Penggugat dengan Tergugat, hanya sesekali pulang dan memberikan 
nafkah kepada penggugat dan anak-anak, sehingga Penggugat harus 
bekerja sendiri untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dan 
kelangsungan hidup Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan 
Tergugat. 
2. Selama 8 bulan, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan 
alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim 
kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia; 
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan 
Mahkmah Syar’iyah Tapaktuan untuk memutuskan cerai antara Penggugat dan 
Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak. Bahwa pada hari sidang 
yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, 
sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh 
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam 
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sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu 
halangan yang sah; Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar 
berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-
dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Setelah melalui proses 
peradilan, maka Mahkamah Syar’iah Tapaktuan menjatuhkan talak satu ba’in 
sughra Tergugat terhadap Penggugat. 
Analisis Penulis 
Dari jalannya perkara di atas dapat diketahui dengan jelas alasan-alasan 
mengapa Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat). Yaitu karena 
Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, yang merupakan kewajiban 
tergugat terhadap Penggugat, ada pun hukum suami yang tidak mau menafkahi 
maka dosa, apabila tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dengan hanya 
mengandalkan kekayaan isteri untuk menghidupi anak Tergugat dengan 
Penggugat. Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani berkata,”Memberi nafkah kepada 
keluarga merupakan perkara yang wajib atas suami. Syari’at menyebutnya sebagai 
sedekah, untuk menghindari anggapan bahwa para suami yang telah menunaikan 
kewajiban mereka (memberi nafkah) tidak akan mendapatkan balasan apa-apa. 
Mereka mengetahui balasan apa yang akan diberikan bagi orang yang bersedekah. 
Oleh karena itu, syari’at memperkenalkan kepada mereka, bahwa nafkah kepada 
keluarga juga termasuk sedekah (yang berhak mendapat pahala). Sehingga tidak 
boleh memberikan sedekah kepada selain keluarga mereka, sebelum mereka 
mencukupi nafkah (yang wajib) bagi keluarga mereka, sebagai pendorong untuk 
lebih mengutamakan sedekah yang wajib mereka keluarkan (yakni nafkah kepada 
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keluarga) dari sedekah yang sunnat.Adalah satu hal yang sangat tidak logis, 
apabila ada suami yang makan-makan bersama teman-temannya, mentraktir 
mereka karena ingin terlihat hebat di mata mereka, sementara anak dan isterinya 
di rumah mengencangkan perut menahan lapar. Satu hal yang juga tidak kalah 
penting untuk diingat, bahwa suami wajib memberi nafkah dari rizki yang halal. 
Jangan sekali-kali memberi nafkah dari jalan yang haram, karena setiap daging 
yang tumbuh dari barang yang haram berhak mendapat siksa api neraka. Sang 
suami akan dimintai pertanggungan jawaban tentang nafkah yang diberikan 
kepada keluarganya.
59
Ada pun tergolong nafkah yaitu makanan, minuman, 
pakaian, tempat tinggal, perhiasan dan peralatan rumahtangga lainnya yang harus 
dipenuhi oleh suami. Meninggalkan penggugat,Dibolehkan suami pergi 
meninggalkan istrinya, lebih dari empat bulan, enam bulan, setahun atau dua 
tahun dengan syarat tempat tinggal istri aman dan rela ditinggalkan, jika tempat 
tinggalnya tidak aman atau tempat aman tapi istri tidak merelakan, maka dalam 
kondisi seperti itu, suami tidak boleh meninggalkan istrinya. Wajib bagi setiap 
suami untuk menggauli istrinya secara baik.Jika suami pergi setelah sekian lama 
tanpa memberi kabar kepada istrinya (keluarganya), apakah sang suami harus 
memberikan surat talaq kepada istrinya ?Syaikh Shalih Fauzan memberikan 
pendapat [Kitabut Muntaqa Syaikh Fauzan, juz 3/242] :Tidak perlu sang suami 
mengirimkan surat untuk menjatuhkan talak kepada istrinya, jika dia berhalangan 
secara syari’at yang mengakibatkan dia tidak bisa pulang. Maka tidak boleh bagi 
istri menuntut secara paksa terhadap suaminya agar pulang melainkan setelah ada 
                                                             
      59http://arfiangaban.blogspot.com/2010/08/nafkah-untuk-sang-isteri-menurut-islam.html 
 47 
kemampuan.Dalam kondisi seperti ini istri berhak memilih diantara dua pilihan; 
bersabar menunggu kedatangan suaminya atau menuntut hak dengan cara 
mengajukan talak. Dan sebaiknya suami harus tetap bersabar hingga datang 
kesempatan untuk pulang. Insya Allah jika ikhlas dan bersungguh-sungguh, maka 
akan mendapatkan jalan keluar dan pertolongan. 
Dalam hal ini orang tua sang suami tetap harus menjaga dan bertanggung 
jawab terhadap sang istri.
60
 Alasan selanjutnya Tergugat tidak peduli dengan 
keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus menafkahi anak Penggugat dengan 
Tergugat dengan bekerja sendiri. Soemiyati menjelaskan bahwa Undang-Undang 
No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hukum Islam selaras dalam mengatur 
akibat hukum perceraian terhadap kewajiban memelihara dan mendidik anak, 
karena berdasarkan kewajiban memelihara dan mendidik anak adalah tanggung 
jawab bersama yang harus dilaksanakan oleh ibu dan ayah. Walaupun kewajiban 
memelihara dan membiayai pendidikan adalah tanggung jawab suami, tetapi 
dalam hal suami tidak mampu tidak ada jeleknya tanggung jawab ini diambil alih 
oleh si ibu atau dilaksanakan besama-sama antara ibu dan bapak sesuai dengan 
kemampuannya masing-masing. Hal ini dimaksudkan supaya anak tidak menjadi 
korban, walaupun terjadi perceraian antara suami istri. Kewajiban ayah dalam 
memberi nafkah kepada anak selain karena hubungan nasab juga karena kondisi 
anak yang belum bisa untuk mandiri dan saling membutuhkan pembelanjaan, dan 
hidupnya tergantung pada adanya pihak yang bertanggung jawab dalam memberi 
jaminan nafkah untuk hidupnya. Apabila seorang ibu berkewajiban dalam 
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pengasuhan anak dirumah, maka seorang ayah berkewajiban untuk mencarikan 
nafkah untuk anak-anaknya selama dalam keadaan anak tersebut membutuhkan 
nafkah, ia tidak wajib menafkahi anaknya yang mempunyai harta untuk 
membiayai dirinya sendiri bila seorang ayah tersebut mampu akan tetapi tidak 
memberikan nafkah untuk anak-anaknya padahal sedang membutuhkan maka 
dapat dipaksa oleh hakim atau diberi hukuman yang sesuai hingga dapat 
menunaikan kewajibannya tersebut.  
Bila dalam memberi nafkah kepada anak-anaknya tetapi ternyata anak 
tersebut tidak sedang membutuhkan nafkah dari ayahnya yang menunggak maka 
hak nafkahnya gugur, karena anak tersebut di dalam memenuhi kebutuhan selama 
ayahnya menunggak tidak sampai berhutang karena ia mampu membiayai dirinya 
sendiri akan tetapi jika anak tersebut tidak memeliki dana sendiri untuk memenuhi 
kebutuhannya ia harus berhutang maka ayah dianggap berhutang nafkah yang 
belum dibayarkan kepada anaknya.
61
 Bilamana alasan-alasan tersebut dapat 
dibuktikan kebenarannya, maka berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, 
karena dengan demikian berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah 
diikrarkannya setelah terjadi akad nikah. Dan setelah terjadinya akad timbullah 
akibat-akibat hukum yang menyangkut Hak dan kewajiban antara suami isteri 
sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 30, Pasal 
31, Pasal 32, Pasal 33 dan juga  Pasal 34.Masalahnya tentang pembuktian 
pelanggaran-pelanggaran tersebut. Tentang masalah nafkah dan ketidak pedulian 
Tergugat kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dengan Tergugat. Sebelum 
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Tergugat meninggalkan Penggugat sempat terjadi perselisihan terus-menerus dan 
pertengkaran. Dengan alasan Tergugat jarang pulang dan hanya sesekali memberi 
nafkah Penggugat dengan anak-anak. Selama 8 bulan, Tergugat pergi 
meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat 
tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui alamatnya di wilayah 
Republik Indonesia; Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain 
menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-
teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan 
Tergugat; 
Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak 
ada harapan   untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah 
tangga. Fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang 
terkandung dalam firman Allah dalam surat ar-Rum ayat 21 sebagai berikut: 
نِمَو  ۡ  ِهِتََٰياَء ۦ نَأ  ۡ ن ِّم مُكَل َقَلَخ  ۡ مُكِسُفَنأ  ۡ زَأ  ۡجََٰو  ۡسَتِّل ا  ۡوُنُك  ۡ ْا  َلِإ  ۡ اَه
 َب َلَعَجَو  ۡمُكَن ةَّدَو َّم  ۡ َحرَو  ۡ ًةَم  ۡ  َل َكِل ََٰذ فِ َّنِإ  ۡتََٰي  ۡ وَقِّل  ۡم  ۡ  َنوُر َّكَف َت َي 
Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat 
tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. 
 
        Majelis Hakim menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai 
dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 
bercerai dengan Tergugat; bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat 
telah mengajukan alat-alat bukti.Dapat dipahami mengapa Penggugat menuntut 
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cerai dari suaminya, karena menurut saksi antara Penggugat dengan Tergugat 
telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sudah jarang 
pulang ke rumah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, 
menyebutkan, salah satunya jika antara suami istri terus menerus terjadi 
perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam 
rumah tangga. 
2. Duduk Perkara Kasus Nomor 73/P dt.G/2017/MS.Ttn 
  Penggugat (xxxx), umur 31 tahun, tempat tinggal di Dusun xxxx ,Desa 
xxxx, Kecamatan Babahrot, Kabupaten Aceh Barat Daya, yang menikah tanggal 
10 Mei 2011. Setelah pelaksanaan akad nikah, Tergugat mengucapkan sigat taklik 
talak. Perkawinan telah berlangsung selama 7 tahun dan kedua suami isteri telah 
bergaul secara baik sebagaimana layaknya suami isteri selama 5 tahun dan sudah 
dikaruniai seorang anak. Dalam gugatannya Penggugat mengemukakan bahwa 
antara Pengugat dan Tergugat pada saat sekarang telah berpisah tempat tinggal 
selama 2 tahun lamanya disebabkan Tergugat telah pergi meninggalkan 
Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas. Selama itu Tergugat tidak pernah 
mengirim kabar dan nafkah serta tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik 
Indonesia. 
        Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada 
Berdasarkan hal tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan 
Mahkmah Syar’iyah Tapaktuan untuk memutuskan cerai antara Penggugat dan 
Tergugat, karena Tergugat telah melanggar taklik talak. Bahwa pada hari sidang 
yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, 
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sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh 
orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah 
dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam 
sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan tidak ada 
suatu halanganyang resmi;Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar 
bersabar menunggu kepulangan Tergugat. Tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil 
gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat. Setelah melalui proses peradilan, 
maka Mahkamah Syar’iah Tapaktuan menjatuhkan talak satu ba’in sughra 
Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek. 
 Analisis Penulis 
Dari jalannya perkara di atas dapat diketahui dengan jelas alasan mengapa 
Penggugat menuntut cerai dari suaminya (Tergugat).Yaitu, karena Tergugat tidak 
lagi menunaikan kewajiban nafkahnya dan pergi meninggalkan penggugat selama 
dua tahun tanpa alasan yang jelas. Alasan tersebut dapat dibuktikan kebenarannya, 
berarti cukup beralasan bagi tuntutan cerai ini, karena dengan demikian Tergugat 
telah melanggar taklik talak yang pernah diikrarkannya segera setelah terjadi akad 
nikah. A.Meninggalkan isteri saya tersebut enam bulan berturut-turut; b. Atau 
saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; c. Atau saya 
menyakiti badan/jasmani isteri saya itu;d. Atau saya membiarkan/tidak 
memperdulikan isteri saya itu enam bulan lamanya.Kemudian isteri saya tidak 
rela dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama atau petugas yang diberi 
hak mengurus pengaduan itu, dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh 
Pengadilan atau petugas tersebut dan isteri saya itu membayar uang sebesar Rp 
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…….. sebagai ‘iwald (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu 
kepadanya. Kepada Pengadilan atau petugas tersebut tadi saya kuasakan untuk 
menerima uang ‘iwald (pengganti) itu dan kemudian memberikannya untuk 
keperluan ibadah sosial.Talak satu yang dijatuhkan suami berdasarkan ta’lik, 
mengakibatkan hak talak suami tinggal dua kali, apabila keduanya kembali 
melakukan perkawinan lagi. Kalau kita perhatikan jatuhnya talak dengan ta’lik ini 
hampir sama dengan khuluk, sebab sama-sama disertai uang ‘iwald dari pihak 
isteri. Sehingga talak yang dijatuhkan atas dasar ta’lik dianggap sebagai talak 
ba’in, suami boleh mengambil isterinya kembali dengan jalan melaksanakan akad-
nikah baru.
62
 
Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang jelas,  
selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar serta tidak diketahui 
alamatnya di wilayah Republik Indonesia; Penggugat telah berusaha mencari 
Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat 
juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis 
keberadaan Tergugat. Batasan yang ditetapkan secara syar’i tentang perginya 
suami meninggalkan isterinya adalah selama empat bulan, tidak boleh lebih. 
Kecuali bila si isteri ridha, dengan catatan aman dari fitnah baik bagi si isteri 
maupun bagi si suami. Terkecuali orang yang dipaksa oleh keadaan darurat untuk 
pergi dalam waktu yang lama, maka ia diberi udzur karenanya. 
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Dalam masa kepergiannya itu, ketika memungkinkan bagi si suami untuk kembali 
guna bertemu isterinya, menjaganya dan menunaikan kebutuhannya maka wajib 
baginya untuk kembali. Khususnya di zaman kita ini, yang banyak terjadi fitnah 
dan perkara-perkara menipu yang dapat merusak akhlak. Maka tidak sepantasnya 
suami berjauhan dari isterinya kecuali karena kebutuhan dan karena darurat 
disertai keinginan yang besar untuk cepat-cepat menyelesaikan keperluan lalu 
segera kembali kepada isteri sesuai kesempatan yang ada.” (Al-Muntaqa min 
Fatawa Asy-Syaikh Shalih bin Fauzan, 3/248). Sebagaimana yang kita 
maklumi, seorang isteri tidak hanya berhak mendapatkan nafkah lahir, namun 
juga nafkah batin. Sehingga seorang suami tidak cukup sekadar mencukupi 
kebutuhan lahiriah isterinya berupa sandang, pangan, dan papan. Namun juga 
harus menaruh perhatian terhadap kebutuhan batin isterinya. Bila ia bepergian 
dalam waktu lama berarti kebutuhan yang satu ini akan terabaikan. Al-Lajnah Ad-
Da`imah lil Buhuts Al-’Ilmiyyah wal Ifta`(Komisi Tetap untuk Pembahasan dan 
Fatwa, Dewan Ulama Besar, KSA) yang saat itu diketuai oleh Samahatusy Syaikh 
Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz t, ketika ditanya tentang berapa lama seorang 
isteri harus bersabar ditinggalkan suaminya tanpa memperoleh nafkah batin, 
memberikan jawaban, “Masa yang mungkin bagi seorang isteri untuk bersabar 
dalam masalah jima’ secara umum adalah empat bulan. Empat bulan ini adalah 
masa yang ditetapkan secara syar’i bagi seorang yang meng-ilaa` isterinya, yaitu 
suami yang bersumpah tidak akan menggauli istrinya. Waktu empat bulan ini 
lebih pantas ditetapkan sebagai batasan waktu seorang istri dapat bersabar tidak 
mendapat nafkah batin dari suaminya. Allah  berfirman:“Bagi orang-orang (para 
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suami) yang meng-ilaa` istrinya diberi tangguh empat bulan. Kemudian bila 
mereka kembali kepada istrinya (mau kembali menggauli istrinya) maka 
sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha penyayang.” (Al-Baqarah: 
226) [Fatwa no. 606, 19/338, 339]
63
 
Bahwa oleh karena sikap Tergugat tersebut, Penggugat merasa sudah tidak 
ada harapan   untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat dalam membina rumah 
tangga. Majelis Hakim menasehati Penggugat agar bersabar menunggu 
kepulanganTergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk 
bercerai dengan Tergugat; bahwa untuk menguatkan dalil gugatan, Penggugat 
telah mengajukan alat-alat bukti. Dapat dipahami mengapa Penggugat menuntut 
cerai dari suaminya, karena menurut saksi benar Tergugat.Nusyuz suami 
mengandung arti pendurhakaan suami kepada Allah karena meninggalkan 
kewajiban terhadap isterinya. Hak perempuan harus diprioritaskan ketimbang 
kewajibannya. Artinya seorang suami harus mendahulukan kewajibannya 
terhadap isteri dan bersikap baik terhadap isteri. “kaum lelaki itu adalah pemimpin 
bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) 
atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan 
sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita saleha, ialah yang ta’at kepada 
Allah lagi memelihara diri di balik pembelakangan suaminya oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka) wanita yang kamu kuatirkan nusyuznya maka nasehati 
mereka dan pisahkanlah diri dari tempat tidur mereka dan pukullah mereka. 
Kemudian, Jika mereka mena’atimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan 
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untuk menyusahkannya.An-nisaa’ayat:3464.” Nusyuz suami terjadi bila ia tidak 
melaksanakan kewajibannya terhadap istrinya, baik meninggalkan kewajiban 
bersifat materi atau nafaqah atau meninggalkan kewajiban yang bersifat nonmateri 
di antaranya suami harus bergaul dengan isterinya dengan cara yang baik, suami 
wajib bersenggama dengan isteri, menjaga dan memelihara isterinya, kewajiban 
berlaku adil diantara beberapa orang isteri
65
. Cara penyembuhan nusyuz suami 
adalah sebagai berikut sesuai keadaan yang menuntutny :Hendaknya diminta 
darinya ketetapan isteri akan kemuliaan pemeliharaannya beserta sifat-sifat yang 
dituntut bagi isteri seperti hak memberikan tempat tinggal, nafkah atau lainnya 
sebagaimana isteri-isterinya yang lainnya jika terdapat suami memiliki isteri 
lainnya.Sebaiknya bagi isteri: jika ia mencintainya hendaknya memalingkan hati 
suaminya pada dirinya, mengharapkan kelanggengannya, takut untuk berpisah dan 
bercerai. Hendaknya ia mencari penyebab pada diri suaminya supaya bersambung 
jalannya dan baginya terdapat berbagai cara memungkinkan sehingga ia berbuat 
baik dan mencapai kesuksesan dalam tujuan ini
66
. 
 Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, 
salah satunya pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut 
tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya.
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BAB 1V 
4.1. Kesimpulan 
Dari uraian Penelantaran Isteri oleh Suami Sebagai Sebab Perceraian penulis 
dapat menyimpulkan: 
1. Adapun penyebab terjadinya penelantaran isteri di Mahkamah Syar’iyah 
Tapaktuan adalah Mabuk, Meninggalkan salah satu pihak, Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (KDRT), Cacat badan, Perselisihan dan 
pertengkaran terus menerus, Jiwa/Mental, Pihak ketiga, Tidak 
tanggungjawab dan Ekonomi. 
2. Adapun alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat karena Tergugat 
tidak lagi menunaikan kewajiban nafkahnya, meninggalkan penggugat, 
dan tidak peduli dengan keadaan Penggugat sehingga Penggugat harus 
menafkahi anak Penggugat dengan Tergugat dengan bekerja 
sendiri,berarti Tergugat telah melanggar taklik talak yang pernah 
diikrarkannya setelah terjadi akad nikah.  Dasar hukum terdapat dalam 
surat ar-Rum ayat 21, Dan Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 
Tahun 1975, Pasal 19, menyebutkan, salah satunya jika antara suami istri 
terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada 
harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga dan salah satunya pihak 
meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin 
pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar 
kemampuannya. 
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4.2. Saran 
1. Seharusnya, bagi yang hendak berumah tangga, hendaknya terlebih 
dahulu mempelajari dan mendalami Hak dan Kewajiban suami isteri 
agar ketika memasuki jenjang pernikahan akan lebih siap dan tidak 
saling menelantarkan. 
2. Diharapkan agar masyarakat mengubah budaya dan struktur sosial 
yang mendiskriminasikan perempuan serta menciptakan jurang 
pemisah antara laki-laki dan perempuan, sehingga terciptanya 
keseimbangan hak dan kewajiban.  
3. Diharapkan bagi peneliti agar lebih lanjut tentang masalah 
Penelantaran Isteri oleh suami sebagai sebab perceraian dari sudut 
pandang yang lain. Tentunya agar dapat memperkaya perpustakaan 
syari’ah dalam bidang hukum keluarga Islam. 
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